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Obyek sengketa tanah antara komunitas Ketajek dengan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember
adalah bekas hak Erfpach Verponding No. 2712 dan Verponding No. 2713 dikenal dengan nama kebun
Ketgik | dan Il atasnama NV Land Bow My Oud Djember (LMOD) leas keseluruhan 477,87 hayang

berakhir haknyatanggal 29 Juli 1967, terletak di desa Pakis dan desa Suci kecamatan Panti, kabupaten

Jember, Propinsi Jawa Timur.

Sengketa tanah Ketajek mulai mencuat ketika pada tahun 1972 pemerintah daerah kabupaten Jember yang
dipimpin Bupati Abdul Hadi yang juga sebagai komisaris PDP jember mulai berencana mengambil alih
Kebun Ketgjek | dan 11 yang telah digarap warga Ketgjek sejak tahun 1950-an.

Proses pengambilalihan oleh PDP Jember atas tanah kebun Ketajek | dan Il yang telah didistribusikan
kepada warga Ketajek melalui kebijakan land reform pada tahun 1964 ini akhirnya menimbulkan konflik
yang berlarut-larut hingga saat ini. Mengapa konflik sosial atas tanah Ketgjek terus bertahan cukup lama dan
bagaimana pilihan strategi penyelesaian konflik yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa serta para
pihak yang terlibat dalam pusaran konflik tersebut coba dipahami Iebih mendalam melalui penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah:

1) Menelusuri dan memetakan sejarah dan sumber penyebab konflik;

2) Menemukenali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya eskalasi konflik;

3) Mendalami proses-proses pilihan dan akibat dari strategi manajemen/penyelesaian konflik yang
digunakan para pihak yang berkonflik; dan

4) Memberikan rekomendasi perbaikan atas cara-cara penyelesaian konflik antara masyarakat Ketgjek dan
PDP Jember yang selamaini dilakukan.

Pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena
dianggap sesual dengan tujuan penelitian ini, yaitu memahami fenomena peristiwa terjadinya konflik dan
kaitannya terhadap keberadaan berbagai pihak, baik yang pro maupun kontra dengan penyelesaian konflik
atas tanah antara komunitas Ketajek dan PDP Jember. Dari kelompok yang pro dan kontra coba dilakukan
wawancara dan pemahamam secara mendalam atas usulan penyelesaian yang seharusnya dilakukan atas
sengketa tanah Ketgjek ini. Berbagai pendapat dari wawancara dengan informan dan penelusuran dokumen
atas caraintervens untuk menyelesaikan konflik ini kemudian direview dan di analisis kekuatan dan
kekurangannya dengan cara membandingkan pengalaman di tempat lain atau kasus-kasus yang sudah
pernah terjadi.
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Daam penelitian ini konflik dilihat sebagal suatu bentuk interaks yang dapat membangun,
mengintegrasikan dan meneruskan struktur dalam masyarakat. Konflik coba dipahami dari sisi positif dan
sisi negatif. Konflik seharusnya dihadapi dan dikelola karena konflik dapat dipahami dari para pihak yang
terlibat, sumber penyebab, tahapan perkembanganya, faktor-faktor yang mempengaruhi eskalasi dan
kemungkinan mekanisme intervensinya.

Temuan penting dari hasil penelitian ini antaralain: adanya lima cara penyelesaian yang diusulkan para
pihak yang berkepentingan, yaitu:

1) Pemberian tali asih/ganti rugi;

2) Membawa kasus sengketa ke pengadilan (peradilan umum);

3) Menempuh jalur hukum non pengadilan atau jalur politik;

4) Musyawarah; dan

5) Membangun kemitraan antara PDP dan warga K etajek.

Pilihan terhadap tali asih/ganti dan membawa kasus ke lembaga pengadilan merupakan pilihan utama dari
Pemerintah kabupaten/PDP Jember. Sementara pihak komunitas Ketg ek 1ebih menyukai pendekatan jalur
hukum non pengadilan atau politik dan musyawarah.

Dari hasil analisis terhadap kegagal an beberapa pilihan strategi penyelesaian yang telah ditempuh
menunjukkan bahwa keputusan pilihan jalan keluar dilakukan secara sepihak oleh yang berpower kuat dan
tidak mengatasi sumber penyebabnya, rendahnya keahlian para mediator/fasilitator, lemahnya anal isa atas
problem bersama, dialog antara para pihak yang bersengketa sering bersifat konfrontatif, berbagai proses
yang dilakukan lebih bersifat permusuhan dari pada kolaboratif, terjadinya polarisasi dalam berbagai
kelompok dari komunitas Ketajek, terjadinya rivalitas antara para pihak yang berkepentingan mendampingin
komunitas, tidak ada kemauan politik dari pimpinan/elit yang berada di pemda/PDP, DPRD untuk berbagi
power/kegiatan manfaat kepada komunitas lokal atas aset sumberaya alam yang ada.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa cara penyelesaian yang telah ditempuh seperti pemberian tali
asih/ganti rugi, musyawarah dan membawa kasus ke peradilan umum telah gagal menyel esaikan sengketa
tanah Ketajek, karena cara-cara tersebut tidak membawa kepada kesepakatan secara bulat yang didukung
oleh semuat pihak yang terlibat dan memuaskan kepentingan seluruh pihak.

Sedangkan dari sisi kebijakan pemerintah daerah kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa pemda tidak
memiliki infrastruktur baik dari segi kelembagaan maupun sumberdaya manusia untuk melaksanakan
penyelesaian konflik secaranon litigasi atau alternative dispute resolution (ADR). Niatan untuk
menyelesaikan konflik secara ADR hanya ada dalam teks sgja, dalam prakteknya tidak ada kebijakannya.

Oleh karena itu, dengan melihat berbagai usulan dari para pihak yang berkepentingan dengan sengketa tanah
Ketg ek, maka direkomendasikan kepada pemda dan DPRD kabupaten Jember untuk mempertimbangkan
strategi kolaborasi untuk menyelesaikan sengketa tanah Ketajek.



Daam melaksanakan strategi kolaborasi para pihak yang bersengketa harus mempunyai kemauan untuk
merubah penyelesaian konflik dari pendekatan permusuhan ke pendekatan yang bukan bersifat permusuhan
(nonadiersarial approach). Karena dalam proses kolaborasi perlu keterbukaan, kesadaran adanya saling
ketergantungan, menghormati perbedaan, membutuhkan partisipasi aktif para pihak yang berkonflik,
membutuhkan jalan keluar dan penetapan hubungan yang disepakati bersama dan kesadaran bahwa
kolaborasi adalah suatu proses bukan resep.

Adaempat desain umum untuk kolaborasi yang harus mendapatkan perhatian seksama para pihak yang
berkonflik, yaitu yang berkaitan dengan upaya-upaya bersama menemukan pilihan yang tepat atas.

1) Perencanaan yang apresiatif;

2) Strategi kolektif;

3) Dialog; dan

4) Menegosiasikan penyelesaian.

Agar dapat membangun desain kolaborasi yang konstruktif dan mendapatkan komitmen dari para pihak
yang bersengketa maka harus ada kejelasan tahapan yang dapat dijadikan panduan bersama. Tahapan ini
paling tidak terdiri dari, tahap pertama, kejelasan dalam menetapkan problem; tahap kedua, kejelasan dalam
menetapkan arah kolaborasi; dan tahap ketiga, kejelasan dalam menetapkan pelaksanaannya.

Untuk mendukung keberhasilan strategi kolaborasi, juga peran dukungan pemerintah daerah kabupaten
jember merupakan faktor penting. Tanpa kemauan yang kuat dari pihak pemda untuk mendukungnya maka
mustahil tahapan proses kolaborasi tersebut dapat dijalankan. Oleh karenaitu, kemauan politik dari pemda
tidak cukup hanya dicantumkan dalam teks POLDAS tapi harus diwujudkan dalam praktek, yaitu dengan
cara menyediakan sumberdaya manusia yang terlatih sebagal fasilitator/mediator andal dan dukungan
membangun kelembagaannya.

<i>Review Strategies For The Resolution Of Social Land Conflicts: A Case Study Of Ketgek Community
Vs. Jember Estate Company, In Kecamatan Panti, Kabupaten Jember East Java Province The land disputed
by Ketgek community and Jember estate company (PDP) used to belong to the rights of Erfpach
Verponding No. 2712 and No. 2713. They are known as Ketajek Estate | and If, on behalf of NV. Land Bow
My Oud Djmber (WOD), with the overall area of 477.87 hectares located in Pakis and Suci villages,
kecamatan Panti, Kabupaten Jember, East Java. The rights ended on 29 July 1967.

The land conflict broke out in 1972 when the local government under Bupati Abdul Hadi, who was also one
of PDP's board of directors, planned to take over Ketgjek Estate | and 11 which had long been cultivated by
Ketgek loca people since 1950s.

Ketgek | and |1 having been distributed since 1964 by means of land reform policy, the take-over has
caused an intractable conflict-up to now. This research tries to explore how the social conflict of Ketajek
land remains unresolved, and what kinds of conflict resolution strategies have been adopted by the
conflicting parties as well as those involved in the turbulence of conflict. So, the objectives of this research
are:



1) To dig up and map the history and sources of conflict;

2) Toidentify the factors influencing the conflict escalation;

3) To observe the process of selection and the result of conflict management/resolution strategy applied by
the conflicting parties; and

4) To provide arecommendation of how to improve the existing conflict resolution methods between
Ketajek community and PDP Jember.

The research made use of qualitative approach. This approach best-matched with the objectives of the
research, i.e. to understand conflict fenomenain connexion with the presence of multi parties, both those in
favor and those against the resolution of the land conflict between Ketajek community and PDP Jember. For
the pros and cons, interviews were given to get a deep understanding of what opinions they have about the
resolution proposed for Ketajek land conflict. |deas obtained from the interviews with informants and data
from scrutinizing the documents about intervention methods for this conflict were collected to be reviewed
and analyzed to get the strength and weaknesses by comparing with experience from other sites or with the
preceding cases.

In this research, conflict was seen as aform of interaction that can develop, integrate, and continue the
structures within a society. It is understood from both positive and negative perspectives because conflict
should be faced and managed as it can be understood from the perspectives of the parties involved, from the
very cause, from the stages of development, from the factors influencing the escalation and from the
possibilities of intervention mechanisms The important findings of the research are, among others, five
methods of resolution proposed by interest parties, i.e.:

1) Providing a compensation;

2) Bringing the case to the court;

3) Taking an extra-court law (nonlitigation) orpolitical action;

4) Building dialog/negotiation; and

5) Building a partnership between PDP and Ketajek local people. The local governmentiPDP jember prefers
options 1 and 2, whereas Ketajek community prefers points 3 and 4.

From the analysis of the above failure, it was found that: the options were made unilaterally by the power-ed
party, and it failed to hit the source of the problems, the facilitators/mediators were unskilled, the analysis of
the shared problems was poor, dialogs between conflicting parties were frequently confrontational, the
processes were more confrontational than collaborative, groups of Ketajek community were polarized, there
was arivalry between interest parties that went with the community, there was alack of political will from
elitesin the local government/PDP, DPRD to share power/activities/benefit with the local community over
the natural resources.

The conclusion is that the five resolutions failed to lead to an agreement supported by all parties and failed
to satisfy al. From the perspective of Jember local government's policy, it can be concluded that the local
government did not have adequate infrastructures, either in the form of institutions or human resources to
enact ano litigation conflict resolution or alternative dispute resolution (ADR). To manifest the ADR was
al intheory; in practice, none of the policies used it.



Considering the ideas proposed by interest partiesin the Ketajek land conflict, therefore, it is recommended
to the local government and DPRD Jember to think over collaborative strategies to resolve Ketagjek land
conflict.

In plying the collaborative strategies, the conflicting parties must have awill to shift from adversarial
approaches to no adversarial ones since the collaborative processes need openness, respect for difference,
the awareness of interdependency, active participation of the conflicting parties, way out and agreed
relationship, and the awareness that collaboration is a process, not a recipe.

There are four general designs for collaboration to be noted carefully by the conflicting parties related to
joint efforts to make the smart choice of

1) Appreciative planning;

2) Collective strategy;

3) Dialog; and

4) Negotiation of resolution.

In order to be able to build a constructive design for collaboration that all conflicting parties are committed
to, there must be clear stages for a common guideline, The stages should at |east comprise first stage, a clear
problem statement; second stage, a clear direction of collaboration; and third stage, a clear operation.

To support asuccessful collaborative strategy, the support from Jember local government is an important
factor. Without a strong will from the local government to sustain it, it isimpossible for the collaborative
processes to be operated. Therefore, the political will of the local government should not only be typed on
POLDAS text, but should also be realized in practice, by providing skilled human resources for the best
facilitators/mediators and giving support or developing the institution.</i>



